BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 78€ TAHUN 2023

TENTANG

PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021

tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Tata Cara Implementasi

Elektronifikasi  Transaksi Pemerintah  Daerah, perlu

menetapkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang

Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah

Daerah;

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat [I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 6841);

LA



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021
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tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas, dan
Mekanisme Kerja Pelaksana dan Sekretariat Satuan Tugas
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
Tahun 2022 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bolaang Mongndow Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini.

KEDUA . Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi
pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non
tunai berbasis digital.

KETIGA :  Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan
transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga
mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja
daerah.

KEEMPAT : Jenis pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi
pajak daerah dan retribusi daerah.
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KELIMA ; Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi

belanja operasi dan belanja modal.

KEENAM . Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target
tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis
pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain
tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETUJUH Rencana kerja ETPD dan target ETPD dievaluasi tiap triwulan
untuk melihat perkembangan atau kendala yang menghambat
pelaksanaan ETPD.

KEDELAPAN : Petunjuk Teknis Peta Jalan Seperti Tercantum pada Lampiran
Keputusan ini.

KESEMBILAN : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati inidibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
Pada Tanggal | Aqueus 2013
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